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Perkembangan industri skincare di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat 

pesat, seiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap perawatan kulit dan 

masifnya promosi melalui media digital. Namun, kondisi tersebut juga memunculkan 

permasalahan hukum berupa maraknya praktik klaim berlebihan (overclaim) pada 

produk skincare, yaitu klaim manfaat yang tidak sesuai dengan fungsi kosmetik, tidak 

didukung bukti ilmiah, atau berpotensi menyesatkan konsumen. Praktik ini 

bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang menjamin hak atas 

informasi yang benar, jelas, dan jujur. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap produk skincare dengan 

klaim berlebihan, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan 

kepada konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang dilengkapi dengan data berupa 

hasil wawancara tertulis dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 

di Banjarbaru. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa BPOM memiliki kewenangan yang kuat dalam 

mengawasi peredaran kosmetik, baik pada tahap pre-market maupun post-market. 

Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Presiden tentang BPOM, serta berbagai 

Peraturan BPOM yang mengatur persyaratan teknis klaim dan penandaan kosmetik. 

Regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan keamanan, mutu, dan kebenaran 

informasi produk yang beredar di masyarakat. 

Namun, dalam praktik pengawasanya masih memiliki berbagai tantangan dan 

hambatan berdasarkan hasil wawancara tertulis dengan pihak BBPOM Banjarbaru 

yang dimana pada tahap pengawasan pre-market mekanisme notifikasi kosmetik 

tidak disertai dengan evaluasi kebenaran dan objektifitas klaim pada penandaan dan 

iklan produk sebelum izin edar diberikan yang turut menjadi tantangan dalam 

pengawasan setelah beredar nanti. Pada tahap post-market, BPOM juga menghadapi 

berbagai hambatan dalam melakukan pengawasan, antara lain banyaknya produk 

kosmetik yang beredar, masifnya promosi melalui media sosial, keterbatasan sumber 

daya pengawasan, rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi klaim dan 

iklan kosmetik, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam peran mereka untuk 

melaporkan adanya pelanggaran. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan masih 

adanya celah terjadi praktik klaim berlebihan (overclaim) pada produk skincare dan 

pengawasan cenderung terlihat reaktif, yang mana pengawasan tersebut belum 

optimal memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan 
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adanya kesenjangan antara tujuan dari ketentuan hukum yang seharusnya (Das 

sollen) dan bagaimana hukum tesebut berfungsi dimasyarakat (Das sein), sehingga 

tujuan pengawasan dan perlindungan konsumen belum sepenuhnya tercapai secara 

optimal. 

Maraknya praktik klaim berlebihan juga tercermin dari berbagai kasus yang muncul 

di media sosial, salah satunya melalui pengungkapan hasil uji laboratorium oleh 

seorang dokter yang dikenal sebagai “Dokter Detektif”. Temuan tersebut 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klaim produk dengan kandungan 

sebenarnya pada sejumlah produk skincare, yang berpotensi menyesatkan konsumen 

dan menimbulkan risiko kerugian finansial maupun kesehatan. 

Secara normatif sistem hukum Indonesia telah menyediakan kerangka perlindungan 

konsumen yang cukup lengkap dan komprehensif. Perlindungan tersebut mencakup 

perlindungan hukum yang bersifat preventif melalui pengaturan hak dan kewajiban 

pelaku usaha, pengawasan oleh BPOM, serta pengaturan teknis mengenai klaim 

dan periklanan kosmetik, maupun perlindungan hukum yang bersifat represif 

melalui mekanisme penyelesaian sengketa, pemberian ganti rugi, serta penerapan 

sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran. Namun demikian, 

keberadaan pengaturan hukum tersebut dalam praktik belum sepenuhnya mampu 

memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen, khususnya dalam 

menghadapi maraknya praktik klaim berlebihan pada produk skincare. 

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun pengawasan BPOM telah 

dilakukan dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia telah diatur 

secara cukup komprehensif, baik secara preventif maupun represif, efektivitas 

perlindungan tersebut masih perlu diperkuat. Penguatan pengawasan BPOM, 

penguatan sanksi, peningkatan penegakan hukum, serta edukasi kepada pelaku usaha 

dan masyarakat diharapkan dapat meminimalisir praktik klaim berlebihan 

(overclaim) dan mewujudkan perlindungan konsumen yang optimal di bidang produk 

skincare. 
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ABSTRAK 

 

M. Ridho Afriza, Februari 2026. PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
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Maraknya peredaran produk skincare di Indonesia diiringi dengan meningkatnya 

praktik klaim berlebihan yang berpotensi menyesatkan konsumen dan melanggar hak 

atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan 

produk skincare yang mengandung klaim berlebihan serta mengkaji bentuk 

perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan di 

Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang dilengkapi 

dengan data tambahan berupa hasil wawancara dengan Balai Besar Pengawas Obat 

dan Makanan (BBPOM) di Banjarbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM 

telah memiliki kewenangan pengawasan yang cukup komprehensif melalui 

mekanisme pre-market dan post-market, namun dalam praktiknya pengawasan 

tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti tidak dilakukannya 

evaluasi objektifitas dan kebenaran klaim pada penandaan dan iklan sebelum produk 

beredar yang menjadi tantangan bagi BPOM dalam melakukan pengawasan setelah 

beredar, masifnya promosi digital, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran 

masyarakat akan peran mereka dalam melaporkan adanya pelanggaran, serta 

rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan klaim kosmetik, sehingga 

pengawasan BPOM cenderung terlihat reaktif karena skincare dengan klaim 

berlebihan (overclaim) masih sering ditemukan. Hal tersebut berdampak pada kurang 

optimalnya perlindungan hukum dari sisi preventif dan represif, walaupun 

perlindungan tersebut telah diatur, tetapi belum sepenuhnya mampu memberikan 

perlindungan yang efektif bagi konsumen, khususnya dalam menghadapi maraknya 

praktik klaim berlebihan Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, 

penguatan sanksi, peningkatan penegakan hukum, serta peningkatan edukasi pelaku 

usaha dan masyarakat untuk meminimalisir praktik klaim berlebihan dan 

mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih efektif dalam peredaran produk 

skincare. 

 

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, BPOM, Skincare, Klaim Berlebihan. 
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